
 

 
 

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

PENINJAUAN KEMBALI TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN 

YANG NYATA OLEH JUDEX JURIS TERKAIT PUTUSAN NOMOR 20 

PK/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS GUGATAN PEMBATALAN 

MEREK EIGER 

 

SKRIPSI 

Disusun untuk memenuhi 

 persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum  

program studi ilmu hukum 

 

Disusun Oleh: 

Andi Muhammad Adit Dewantara 

201710110311031 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2024 

 



 

 
 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

PENINJAUAN KEMBALI TENTANG KEKHILAFAN ATAU 

KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH JUDEX JURIS TERKAIT 

PUTUSAN NOMOR 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS 

GUGATAN PEMBATALAN MEREK EIGER 

 

 

Disusun Oleh: 

 

 

Andi Muhammad Adit Dewantara 

201710110311031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

FAKULTAS HUKUM 

2024 

 

 



 

i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 
 

ABSTRAKSI 

Nama  : Andi Muhammad Adit Dewantara 

NIM  : 201710110311031 

Judul : Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung 

Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan 

Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 

PK/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan 

Merek Eiger 

Pembimbing  : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H 

 Nur Putri Hidayah, SH., M.H 

 

Gugatan yang diajukan oleh Ronny Lukito merupakan kasus Gugatan pembatalan 

merek EIGER yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Budiman Tjoh, 

sebagaimana telah diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama yaitu pada Putusan 

No. 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 hingga tingkat Peninjauan Kembali pada Putusan No. 

41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Masalah yang kemudian timbul adalah terkait dengan 

pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung 

yang terbilang belum memberikan pertimbangan hukum secara tuntas mengenai 

pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal atas dasar itikad tidak baik 

sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, sehingga mengakibatkan kekaburan pemahaman 

pada makna norma hukum pada UU Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri. 41 

PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengalami pertentangan dan kekaburan hukum pada 

ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada pasal 76, pasal 77 dan 

pasal 21 ayat dan UU Mahkamah Agung mengenai kekeliruan dan kekhilafan yang 

nyata. Kesimpulan menunjukkan bahwa Meskipun Negara Indonesia menganut 

sistem konstitutif dengan prinsip first to file namun, dalam Pasal 76, Pasal 77, dan 

Pasal 21 ayat UU Merek dan Indikasi Geografis menunjukan bahwa Indonesia 

memberikan ruang terhadap merek terkenal untuk melakukan pembatalan merek 

terdaftar atas dasar itikad tidak baik. 

 

Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Pembatalan Merek, Itikad Tidak Baik, 

Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata. 
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ABSTRACT 

 

Name : Andi Muhammad Adit Dewantara 

NIM : 201710110311031 

Title : Analysis of the Considerations of the Supreme Court Judicial Review 

Panel Regarding Clear Mistakes or Errors by the Judex Juris Related to 

Decision Number 20 PK/Pdt.Sus-Hki/2021 Regarding the Lawsuit for the 

Cancellation of the Eiger Trademark 

Supervisor: Mohammad Isrok, SH., CN., M.H 

         Nur Putri Hidayah, SH., M.H 

 

The lawsuit filed by Ronny Lukito is a case of a lawsuit for the cancellation of the 

EIGER trademark that has been registered in advance by Budiman Tjoh, as has been 

decided in the first level court, namely in Decision No. 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 to 

the level of Judicial Review in Decision No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. The 

problem that then arises is related to the consideration of judges in the Judgment of 

Judicial Review in the Supreme Court which is considered to have not provided a 

complete legal consideration regarding the cancellation of registered trademarks by 

well-known trademarks on the basis of bad faith as in the provisions of Law No. 20 

of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, resulting in blurred 

understanding of the meaning of legal norms in the Trademark Law and 

Geographical Indications itself. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 experiences 

contradictions and legal vagueness in the provisions of the Trademark and 

Geographical Indications Law, especially in article 76, article 77 and article 21 

paragraph and the Supreme Court Law regarding errors and obvious mistakes. The 

conclusion shows that although the State of Indonesia adheres to the constitutive 

system with the principle of first to file, however, in Article 76, Article 77, and 

Article 21 paragraph of the Trademark and Geographical Indications Act shows that 

Indonesia provides space for well-known trademarks to cancel registered 

trademarks on the basis of bad faith. 

 

Keywords: Civil Procedure Law, Trademark Cancellation, Bad Faith, Clear 

Mistakes or Errors. 
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